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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
hidayahnya, kita telah diberi kekuatan dan kemampuan dalam mengemban tanggung
jawab untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wujud pengabdian pada

masyarakat, bangsa dan negara dengan berpijak pada asas transparansi dan akuntabel.

Sebagai wujud dari asas transparansi dan akuntabel tersebut , segala sesuatu
yang telah kita laksanakan dalam rangka menjalankan Program Kegiatan
Pembangunan, sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Payakumbuh wajib untuk dievaluasi dan dilaporkan. Sehubungan dengan hal
tersebut diatas, kami telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2024 sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana optimalisasi kinerja pembangunan
yang sudah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan. Laporan kinerja ini sekaligus
merupakan bahan evaluasi dari pelaksanaan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Payakumbuh dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang sudah
ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 dapat kami
selesaikan, masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan
sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik
secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP ini semoga Laporan
ini dapat bermanfaat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaannya,

terimakasih.

Payakumbuh, 24 Januari 2025
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NIP. 19830208 200112 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat
dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam
rangka  itu, diperlukan  pengembangan dan  penerapan  sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk sistem
pertangungjawaban yang terukur atas kinerja setiap instansi pemerintahan
sebagaimana disebutkan diatas, karena konsep dasar dari akuntabilitas itu
adalah sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan TAP MPR Nomor
XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sebagai bagian
integral dari Pemerintah Kota Payakumbuh mempunyai tanggung jawab untuk
melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, sudah ditetapkan tujuan dan sasaran yang
akan dicapai serta didukung oleh berbagai kebijakan yang terukur. Tujuan dan
Sasaran tersebut menjadi pokok utama yang diuraikan dan dijelaskan secara
sistematis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kota Payakumbuh Tahun 2023 — 2026.

Sebagai salah satu instansi yang berperan dalam pembinaan dan
pengembangan Kesatuan Bangsa dan Politik masyarakat , maka tujuan dan
sasaran yang ditetapkan harus mampu mengakomodir beragam kepentingan

masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, untuk pelaksanaan tugas pokok Kantor
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Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus
dilaksanakan, yakni:
Perumusan Kebijakan teknis dibidang ideologi, kewaspadaan,
wawasan kebangsaan, politik dan pembinaan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2024, upaya pencapaian tujuan dan sasaran
dilaksanakan dalam 6 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan
dukungan anggaran Rp 18.999.043.693.-(delapan belas miliyar sembilan ratus
sembilan puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh
tiga rupiah). Dalam pelaksanaan program dan kegiatan banyak hal-hal yang bisa
menjadi nilai tambah bagi terwujudnya tujuan yang akan dicapai. Dalam berbagai
kendala dan keterbatasan yang ada serta memperhatikan faktor-faktor penentu
yang memberi konstribusi positif bagi upaya pencapaian tujuan dan sasaran,
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Tahun 2024 cukup berhasil dengan capaian fisik kegiatan
mencapai 99,96% dengan kinerja keuangannya 96,91% .

Capaian tersebut menunjukkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik cukup terjaga konsitensinya. Hal ini didasari oleh evaluasi yang dilakukan
secara terus menerus, yang berhasil ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh

untuk mencapai hasil yang maksimal.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh
Tahun Anggaran 2017, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :
1. Tugas Pokok

Tugas Pokok adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Kota di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kesatuan Bangsa
dan Politik yang meliputi perencanaan, perumusan Kebijakan, menyusun
program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengevaluasi kebijakan

kesatuan bangsa dan politik.
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2. Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi sebagai berikut

v' Perumusan Kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik

v' Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kesatuan Bangsa dan Politik.

v Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang kesatuan Bangsa dan
Politik.

v' Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun
2016, Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Payakumbuh terdiri dari :
= KEPALA KANTOR
= KASUBAG TATA USAHA (KTU)
= KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (KASI HAL)
= KASI KESATUAN BANGSA (KASI KESBANG)
= KASI PEMBINAAN POLITIK DAN KETENTRAMAN (KASI PPK)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasai di
bawah ini :
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STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA

PAYAKUMBUH
KEPALA
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI
HUBUNGAN KESATUAN PEMBINAAN POLITIK
ANTAR LEMBAGA BANGSA & KETENTARAMAN

Sesuai dengan uraian Struktur Organisasi tersebut diatas , formasi

jabatan tingkat esselon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. I.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Esselon Tahun 2024
No ESSELON JUMLAH KETERANGAN
1 Il /a 1 Kepala Kantor
> IV/a 4 KTU dan Kasi-Kasi

D. ISU STRATEGIS

Sebagai komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan
berperan dalam pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik, Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak
ringan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat
dikategorikan sebagai faktor penghambat pelaksanaan tupoksi, namun demikian
terdapat juga faktor strategis yang dimiliki kantor kesatuan bangsa dan politik
dimana terdapat juga faktor positif didalamnya yang diidentifikasikan sebagai

kekuatan yang signifikan mampu mendorong peningkatan kinerja.
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Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama
pelaksanaan pembangunan daerah, oleh karena itu penciptaan kondisi daerah
yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah:

1. Masih adanya potensi konflik sosial di tengah masyarakat;
2. Rendahnya peran partai politik dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi di
Kota Payakumbuh;

E. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai
berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-
2026.
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Payakumbuh ini mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh selama tahun 2024. Sistematika
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan dan Politik
Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah :

. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Isi

Strategis, Dasar Hukum dan berisikan Tentang Sistematika Penyajian.

II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja
tahun 2024.

[ll. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran dan Capaian
Prestasi serta Penghargaan.

IV. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Payakumbuh.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini,
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah prioritas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh
beserta sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang akan dicapai serta sebagai
upaya mencapai sasaran akhir pada periode pembangunan jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang. Renstra ini adalah menindaklanjuti
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026, sebagaimana
Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan
berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik
Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 yang akan menjadi acuan dan
pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah. Renstra yang disusun
akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
SKPD dan sekaligus akan berdampak pada penyusunan anggaran baik APBD
maupun RAPBD. Kemudian, yang paling diharapkan pada kesempatan ini dapat
dihasilkan suatu Dokumen Perencanaan Kantor Kesbangpol untuk kurun waktu
sampai Tahun 2026 yang komprehensif dan realistis sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan daerah.

Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Payakumbuh telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses
penyusunan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan
stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan
bersama antara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dan

stakeholder.
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Selanjutnya, Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Renja Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk
dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2023 -
2026 adalah : “Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh yang
demokratis, pastisipatif, beradab, tertib, aman dan harmonis dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai
berikut :

a. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menuju kehidupan yang

demokratis;
b. Menciptakan stabilitas daerah yang kondusif.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi
yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu

dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota

Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.
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Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan

tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh

Tabel 11.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Target
Kinerja
. . . Tujuan/
Capaian Kinerja
Indikator Sasaran
No Tujuan Sasaran Tujuan/ Tahun
Sasaran Periode RPD
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
@ @ ©) 4 ®) ® | ™ ®) © | (10
1 | Terwujudnya | Menurunnya | Persentase
lavanan di tingkat penanganan
y konflik sosial | konflik sosial
bidang di tengah yang terjadi 100 100 100 100 100 100
i 0, 0, 0, 0 0, 0
kesatuan masyarakat | ditengah % % % % % %
masyarakat
bangsa dan
politik yang Meningkatnya| Persentase
berkualitas peran parpol | parpol dan
dan ormas ormas yang
dalam aktif 90,20 | 90,90 | 90,72 91,78| 90,64/ 90,64
kehidupan % % % % % %
berdemokrasi
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B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja
Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui
Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Nomor : 200/25/

Kesbangpol/PYK/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2023 — 2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Payakumbuh Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 11.2

Indikator Kinerja Utama

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

PENJELASAN
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN FORMULASI /
STRATEGIS KINERJA ALASAN RUMUS SI:)&?::R
PERITUNGAN
1 | Menurunnya Persentase % Amanat
tingkat penanganan Permendagri Nomor Jumlah
konflik sosial | konflik yang 2 Tahun 2018 penanganan
di tengah terjadi di tentang konflik/jumlah | Kesbangpol
masyarakat tengah .. konflik yang
masyarakat Kewaspadaan Dini ada x 100%
di daerah
Meningkatnya | Persentase % Amanat
peran parpol parpol dan Permendagri Nomor | Jumlah parpol
dan ormas ormas yang 6 Tahun 2017 dan ormas
dalam aktif tentang Pedoman yang aktif /
2 |kehidupan dan Laporan jumlah parpol | Kesbangpol
berdemokrasi Pertanggungjawaba dan ormas
n Penggunaan yang ada x
Bantuan Keuangan 100%
Parpol
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C. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan
wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk
dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola
program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan
instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Payakumbuh Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan
dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan

uraian sebagai berikut :
Tabel 11.3

Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh

Tahun 2024
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Menurunnya tingkat konflik Persentase penanganan konflik 100%

1 | sosial di tengah masyarakat sosial yang terjadi di tengah
masyarakat

Meningkatnya peran parpol Persentase parpol dan ormas 90,64%
2 | dan ormas dalam kehidupan | yang aktif

berdemokrasi
3 Meningkatnya akuntabilitas Hasil Penilaian AKIP A

kinerja kantor kesbangpol Kesbangpol oleh Inspektorat
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian
tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan
misi dan visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian
indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya
masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator

kinerja sasaran.
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Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
sebagai berikut :

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai

(< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

_ : Kode
NO. Kategori Rata-Rata % Capaian
Warna

1 | Sangat Baik > 90

2 | Baik 75.00 — 89.99

3 | Cukup 65.00 — 74.99

4 Kurang 50.00 — 64.99

5 Sangat Kurang 0-49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau

tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing
kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari
masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-
2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2024 13



program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi
pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024 dan
Indikator Kinerja Utama SKPD dengan rincian sebagai berikut :

» Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
> Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
» Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan
sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Payakumbuh Nomor : 200/25/ Kesbangpol/PYK/2022 Tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun
2023 — 2026.

Tabel 111.1
Capaian Indikator Kinerja
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2024

Capaian
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi
%

Persentase Penanganan Konflik

1 | sosial yang Terjadi di Tengah % 100,00 100% 100%
Masyarakat

2 Persenta_se Parpol dan Ormas % 90,64 91,78% 101,26%
yang Aktif

3 Hasil Penilaian AKIP Kesbangpol nilai A BB 97.69%
oleh Inspektorat

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Kesbangpol
sesuai target ditunjukan pada indikator Persentase Penanganan Konflik Sosial yang terjadi di

Tengah Masyarakat dengan capaian kinerja 100%, pada indikator Persentase Parpol dan
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Ormas yang Aktif dengan capaian kinerja 101,26% dan pada indikator Hasil Penilaian AKIP
Kesbangpol oleh Inspektorat dengan capaian kinerja 97,69%.

Secara umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 3 ( tiga )

sasaran.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi
kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh pada tabel berikut :

Tabel I11.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2024

NO. SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
1 Menurunnya tingkat konflik sosial di tengah 100 %
masyarakat
Meningkatnya peran parpol dan ormas 0
2 dalam kehidupan berdemokrasi 101,26 %
3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja kantor 97.69 %
kesbangpol

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada
Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3
sasaran dan 3 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, analisis
pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat
sebagai berikut :

Sasaran 1
Menurunnya Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawabh ini :
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Tabel 111.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Menurunnya Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat

Tahun 2023 Tahun 2024 Akhir RPD
No Indikator Kinerja Satuan % %
Target |Realisasi Target Realisasi Target | Realisasi
Persentase
penanganan konflik o
1 sosial yang tefjadi di % 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
tengah masyarakat

Rata-rata Capaian Kinerja 100,00 100,00 100,00

Sasaran Menurunkan Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat dapat dilihat dari
1 (satu ) indikator : Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Konflik sosial yang terjadi pada tahun 2024 di Kota Payakumbuh sebanyak 10
(sepuluh) yaitu :

Batas wilayah antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota;

Konflik pertanahan;

w

Konflik sosial dalam menyongsong Pemilu Serentak pada tanggal 14 Februari
2024;

Penyakit Masyarakat (Pekat);

Masalah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender);

Pergaulan Remaja;

Tempat Hiburan Malam yang masih buka diatas pukul 24.00 WIB;

Kebakaran Rumah Gadang di Kota Payakumbuh (empat rumah gadang);

© © N o g A

Konflik sosial dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada
tanggal 27 November 2024;

10. Persiapan malam natal dan tahun baru.

Dari 10 ( sepuluh ) Potensi Konflk  Sosial yang terjadi tersebut dapat
diselesaikan 10 ( sepuluh ) konflik dengan cara koordinasi, kerja sama dan monitoring yang
dilakukan tim Penanganan Konflik Sosial Kota Payakumbuh tahun 2024 yang dituangkan
dalam Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 200.1.3.3/34.7.125/WK-PYK-2024 tentang
Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2024
sehingga capaian kinerja indikator Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah
masyarakat adalah (5 x 100%)/5 = 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah
100 % atau sesuai dengan target yang diperjanjikan. Capaian ini sama dengan capaian
tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD vyaitu

100% yang dapat kita lihat pada tabel 111.3, sudah secara maksimal tercapai.

LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2024 16




Sampai saat ini, belum ada penetapan persentase penanganan konflik sosial baik di
tingkat nasional ataupun regional sehingga indikator penanganan konflik sosial yang terjadi
di tengah masyarakat tidak dapat dibandingkan dengan tingkat nasional.

Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan
grafik berikut :

Tabel 111.4
Persentase Penanganan Konflik yang Terjadi di Tengah Masyarakat Tahun 2020 — 2024
Indikator Kinerja TAHUN
Utama

2020 2021 2022 2023 2024

Persentase

penanganan

konflik yang | 95,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%

terjadi di tengah

masyarakat
Grafik lll.1

Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi di tengah
masyarakat
100

98

96 [ Persentase

penanganan konflik

94 sosial yang terjadi di..

92

Capaian kinerja sasaran Menurunkan Tingkat Konflik Sosial Masyarakat didukung
oleh Program Penguatan ldeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan 2 buah sub
kegiatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
dengan 1 buah sub kegiatan dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan 3 buah sub kegiatan.
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Gambaran tentang program, kegiatan, sub kegiatan, pagu, realisasi anggaran,

output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111.5

Program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan

: Pagu Anggaran Realisasi Menujang
No Program/Kegiatan (Rp) Anggaran (Rp) Output /Kurang
| Program Penguatan
Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan 1.341.453.500 1.235.576.550
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan di Bidang 1.341.453.500 1.235.576.550
Ideologi pancasila dan
Karakter Kebangsaan
1 Pelaksanaan Koordinasi di 179.468.000 175.905.650 | Jumlah orang yang | Menunjang
Bidang Ideologi Wawasan mengikuti Koordinasi di
Kebangsaan, Bela Negara, Bidang Ideologi Wawasan
Karakter Bangsa, Kebangsaan, Bela
Pembauran Kebangsaan, Negara, Karakter Bangsa,
Bhineka Tunggal Ika dan Pembauran Kebangsaan,
Sejarah Kebangsaan Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
2 Pembentukan Paskibraka 1.161.985.500 1.059.670.900 | Jumlah Paskibraka Menunjang
I Program Pembinaan dan 118.798.850 110.150.200
Pengembangan
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
Perumusan Kebijakan 118.798.850 110.150.200
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya
3 Pelaksanaan Kebijakan di 118.798.850 110.150.200 | Jumlah  orang  yang | Menunjang
Bidang Ketahanan mengikuti  Pelaksanaan
Ekonomi, Sosial, Budaya Kebijakan  di  Bidang
dan Fasilitasi Pencegahan Ketahanan Ekonomi,
Penyalahgunaan Narkotika, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Kerukunan Umat Fasilitasi Pencegahan
Beragama dan Penghayat Penyalagunaan
Kepercayaan di Daerah Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
I Program Peningkatan 632.943.150 602.607.615
Kewaspadaan Nasional
dan Peningkatan kualitas
dan Fasilitasi
Penanganan Konflik
Sosial
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No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Output Menujang
(Rp) Anggaran (Rp) /Kurang
Perumusan Kebijakan 632.943.150 602.607.615
Teknis dan Pelaksaan
Pemantapan
Kewaspadaan Nasional
dan Penanganan Konflik
Sosial
5 Pelaksanaan kebijakan di 414.605.850 405.036.350 | Jumlah orang yang | Menunjang
Bidang Kewaspadaan Dini, mengikuti  Pelaksanaan
Kerjasama Intelijen, Kebijakan di  Bidang
Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Dini,
Tenaga Kerja Asing dan Kerjasama Intelijen,
Lembaga Asing, Pemantauan Orang
Kewaspadaan perbatasan Asing, Tenaga Kerja
antar Negara, Fasilitasi Asing dan Lembaga
Kelembagaan Bidang Asing, Kewaspadaan
Kewaspadaan serta Perbatasan Antar Negara,
Penanganan Konflik di Fasilitasi  Kelembagaan
Daerah Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik
di Daerah
6 Pelaksanaan Koordinasi di 81.594.300 75.193.500 | Jumlah orang yang | Menunjang
Bidang Kewaspadaan Dini, mengikuti Koordinasi di
Kerjasama Intelijen, Bidang Kewaspadaan
Pemantauan Orang Asing, Dini, Kerjasama Intelijen,
Tenaga Kerja Asing dan Pemantauan Orang
Lembaga Asing, Asing, Tenaga Kerja
Kewaspadaan perbatasan Asing dan Lembaga
antar Negara, Fasilitasi Asing, Kewaspadaan
Kelembagaan Bidang Perbatasan Antar Negara,
Kewaspadaan serta Fasilitasi ~ Kelembagaan
Penanganan Konflik di Bidang Kewaspadaan,
Daerah serta Penanganan Konflik
di Daerah
7 Pelaksanaan Forum 136.743.000 122.377.765 | Jumlah dokumen hasil
Koordinasi Pimpinan pelaksanaan Forum
Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten/Kota

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran menurunnya tingkat konflik sosial

masyarakat disebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

1.

Meningkatnya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dalam mendeteksi dan
mengantisipasi setiap permaslahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah
masyarakat;

Koordinasi dan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Kota Payakumbuh dalam
mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan
konflik sosial dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan

permasalahan di Kota Payakumbubh;
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3. Terjalinnya koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam melakukan deteksi dini
dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial;

4. Adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, TNI/Polri dan anggota masyarakat
Kota Payakumbuh.

Faktor penghambat kinerja sasaran menurunkan tingkat konflik sosial masyarakat

disebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku.

2. Masih tingginya tingkat pemicu konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat;

3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol di daerah dalam deteksi

dini permaslahan konflik sosial.

Permasalahan ini dapat diatasi semaksimal mungkin dengan cara melaksanakan rapat

koordinasi dengan instansi terkait dan instansi vertikal lainnya.

RAPAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
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PENGUKUHAN PASKIBRAKA

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran
Menurunkan Tingkat Konflik Sosial Masyarakat, dibandingkan dengan realisasi anggaran

sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 111.6

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Menurunkan Tingkat Konflik Sosial di Tengah Masyarakat

O asara a alto a a
arge Re d d 0 (0]
1 Menurunnya 1.1 | Persentase % 100,00 100,00 00,00 1 Program Penguatan Ideologi 1.341.453.500 1.235.576.550 92,11
Tingkat Konflik penanganan konflik Pancasila dan Karakter
Sosial di Tengah sosial yang terjadi di Kebangsaan
Masyarakat tengah masyarakat
oy Pzl PR cet 118.798.850 110.150.200 92,72
Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya
Program Peningkatan
3 Kewaspadaan Nasional dan 632.943.150 602.607.615 95,21
Peningkatan kualitas dan
Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR 00,00 TOTAL PER SASARAN 2.093.195.500 1.948.334.365 93,08
TINGKAT EFISIENSI 6,92 %
TINGKAT EFEKTIFITAS 93,08 %

e ———————
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Sasaran 2
Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan
berdemokrasi

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Peran Parpol dan Ormas dalam Kehidupan Berdemokrasi

Indikator Tahun 2023 Tahun 2024 Akhir RPD
No Kineria Satuan % % %
! Target Realisasi Target | Realisasi Target Realisasi
Persentase
1 | Parpoldan % 90,64 90,72 | 100,01 | 90,64 | 91,78 | 101,26 | 90,64 91,78 | 101,26
ormas yang
aktif
Rata-rata Capaian Kinerja 100,01 101,26 101,26

Sasaran meningkatnya ormas yang aktif dapat dilihat dari 1 (satu ) indikator :
Persentase parpol dan ormas yang aktif. Persentase parpol dan ormas yang aktif adalah dari
128 ormas yang terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh
terdapat 118 ormas yang aktif dan dari 18 partai politik yang ada di Kota Payakumbuh ada
16 partai politik yang aktif. Aktif mengandung makna dengan memenuhi syarat-syarat aktif

yaitu :

Mempunyai akta notaris pendirian.
Mempunyai kepengurusan yang masih berlaku.

Mempunyai kantor/sekretariat

P w0 NP

Mempunyai AD/ART yang baku

Angka capaian persentase parpol dan ormas yang aktif dihitung dengan cara
(118+16)/(128+18) x 100% = 91,78 % dari target sebesar 90,64% yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,26 %
atau kategori sangat baik sudah di atas target yang diperjanjikan. Capaian ini sedikit naik
dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,72%. Jika dibandingkan dengan target
akhir RPD seperti dapat dilihat pada tabel I1l.7 capaian tahun 2024 sudah di atas target yang
ada. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPD perlu ditingkatkan koordinasi
dengan seluruh pengurus partai politik dan ormas, serta perlu dilakukan peningkatan

pengurus partai dan ormas dengan sosialisasi dan diskusi politik.
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Sampai saat ini, belum ada penetapan persentase parpol dan ormas yang aktif di

tingkat nasional ataupun regional sehingga indikator persentase parpol dan ormas yang aktif
tidak dapat dibandingkan dengan tingkat nasional.

Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan
grafik berikut :

Tabel 1.8
Persentase Parpol dan Ormas yang aktif Tahun 2020 — 2024
Indikator Kinerja Tahun
Utama 2020 2021 2022 2023 2024

Persentase parpol

dan ormas yang | 86,27% 90,20% 90,90% 90,72%

91,78%
aktif
Grafik 111.2
Persentase partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang
aktif

92.00

90.00

88.00

[ Persentase partai politik dan
86.00 organisasi kemasyarakatan
yang aktif
84.00
82.00

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ormas yang aktif didukung oleh program
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan
Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan 2 buah sub kegiatan dan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 1 buah sub
kegiatan.
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Gambaran tentang program, kegiatan, sub kegiatan, pagu, realisasi anggaran,

output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111.9

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

Pagu Realisasi .
. Menujang
No Program/Kegiatan Anggaran Anggaran Output /Kuran
(Rp) (Rp) g
| Program Peningkatan 15.235.511.263 | 14.901.725.533
Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan
melalui Pendidikan Politik
dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
Perumusan Kebijakan 15.235.511.263 | 14.901.725.533
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/
Pemilihan Umum Kepala
Daerah serta Pemantauan
Situasi Politik
1 Pelaksanaan Kebijakan di 15.223.825.013 | 14.891.302.283 JumIah ‘ orang yang Menunjang
. -, . mengikuti  Kebijakan  Di
Bidang Pendidikan Politik, . . .
. . Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, ) "
. . Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, - .
o Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan S
. . Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan . .
. " - Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan . " .
. dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/ Pemelihan Umum -
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah serta
. R, Kepala  Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di . . .
Pemantauan Situasi Politik
Daerah )
Di Daerah
2 Pelaksanaan Monitoring, 11.686.250 10.423.250 Jum!ah. Laporan ‘ Hasil | Menunjang
) . Monitoring, Evaluasi dan
Evaluasi dan Pelaporan di . .
. . o Pelaporan di Bidang
Bidang Pendidikan Politik, L . .
. . Pendidikan Politik, Etika
Etika Budaya Politik, " ;
. . Budaya Politik, Peningkatan
Peningkatan Demokrasi, . I
e Demokrasi, Fasilitasi
Fasilitasi Kelembagaan
. . Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan . .
. " - Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan . L. .
. dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/ Pemelihan Umum -
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah serta
. R, Kepala  Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik di . . .
Pemantauan Situasi Politik
Daerah .
di Daerah
1 PROGRAM 60.934.150 57.043.700
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
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Pagu

Realisasi

Ormas Asing di Daerah

No Program/Kegiatan Anggaran Anggaran Output I\//IlinUJang
(Rp) (Rp) urand
Perumusan Kebijakan 60.934.150 57.043.700
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
kemasyarakatan
3 Pelaksanaan Koordinasi di 60.934.150 57.043.700 | Jumlah Orang yang | Menunjang
Bidang Pendaftaran Ormas, mengikuti  Koordinasi  di
Pemberdayaan Ormas, Bidang Pendaftaran Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Pemberdayaan Ormas,
Sengketa Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Pengawasan Ormas dan Sengketa Ormas,
Ormas Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya peran Parpol dan Ormas

dalam kehidupan berdemokrasi disebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

1.

Telah dilaksanakan koordinasi dan sosialisasi terhadap pengurus partai politik

tentang Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol;

Telah dilaksanakan sosialisasi pendidikan politik kepada organisasi wanita dan

organisasi kepemudaan di Kota Payakumbubh;

Pelaksanaan monitoring kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota

Payakumbuh dapat terlaksana dengan baik.

Faktor penghambat kinerja sasaran meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam

kehidupan berdemokrasi disebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

1.

2.

Masih

mengelola bantuan keuangan;

rendahnya kemampuan pengurus partai

politk dan ormas dalam

Seringnya terjadi pergantian pengurus baik dalam kepengurusan partai politik

maupun ormas
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BIMTEK BANTUAN KEUANGAN PARPOL

PENDIDIKAN POLITIK BAGI ORGANISASI KEPEMUDAAN

LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2024

28



PENDIDIKAN POLITIK BAGI ORGANISASI WANITA

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran
Meningkatnya peran parpol dan ormas dalam kehidupan berdemokrasi, dibandingkan
dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 111.10

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Parpol dan Ormas dalam Kehidupan Berdemokrasi

1 Meningkatnya 1.1 | Persentase Parpol % 90,64 91,78 0 1 Program Peningkatan Peran Partai 15.235.511.263 14.901.725.533 97,81
Peran Parpol dan dan Ormas yang Aktif Politik dan Lembaga Pendidikan
Ormas dalam melalui Pendidikan Politik dan
Kehidupan Pengembangan Etika Serta
Berdemokrasi Budaya Politik
2 Program Pemberdayaan dan 60.934.150 57.043.700 93,61
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR 0 TOTAL PER SASARAN 15.296.445.413 14.958.769.233 97,79

TINGKAT EFISIENSI 3.47 %

TINGKAT EEEKTIFITAS 96.57 %
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Sasaran 3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel I11.11
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatkan tata kelola perkantoran

Tahun 2023 Tahun 2024 Akhir RPD

i i i 0, 0, 0,
No Indikator Kinerja Satuan Reali ) Reali % Reali %
Target

. Target . Target .
sasi sasi sasi

Hasil Penilaian
1 Akip Kesbangpol Nilai A BB 89,37 A BB 97,69 A BB 89,37
oleh Inspektorat

Rata-rata Capaian Kinerja 89,37 97,69 97,69

Sasaran meningkatkan tata kelola perkantoran dapat dilihat dari 1 (satu ) indikator :

Hasil Penilaian Akip Kesbangpol oleh Inspektorat.

Capaian kinerja nyata indikator Hasil Penilaian Akip Kesbangpol oleh Inspektorat
adalah BB (78,15) hasil penilaian dari Inspektorat Kota Payakumbuh dari target sebesar A
yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 78,15/80 x 100 % = 97,69 % atau di bawah target yang diperjanjikan.
Capaian ini turun dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar A. Jika dibandingkan dengan

target akhir RPD seperti pada tabel 1l1l.11 capaian belum maksimal.

Hasil evaluasi Inspektorat Kota Payakumbuh terhadap Implementasi SAKIP Tahun
2023 pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh disarankan melakukan

perbaikan sebagai berikut :

1.  Agar dibuat pedoman/juknis pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja OPD;
Agar diusulkan pelaksanaan reviu terhadap laporan kinerja OPD;

3. Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik
struktural maupun fungsional;

4.  Agar dokumen LkjIP memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian
kinerja OPD/Pemda dengan data realisasi kinerja di level nasional,

5.  Agar dibuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di level OPD;

6.  Agar Laporan Evaluasi Rencana Aksi selain menggambarkan perbandingan target dan
realisasi keuangan, disarahkan untuk menjelaskan progres setiap triwulannya, poin-

poin aktivitas yang direncanakan telah dilaksanakan atau belum, tercapai atau tidak
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atau sesuai harapan dan bagaimana point-point tindak lanjut atau solusi kedepannya/
pada triwulan berikutnya;

7.  Agar Laporan Kinerja juga menginformasikan tentang angka pelanggaran / hukuman
pada pegawai selain prestasi pegawai sehingga terdapat gambaran Laporan Kinerja
selalu mempengaruhi budaya organisasi;

8. Agar dilakukan perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang
ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya sehingga terjadi
peningkatan dalam Implementasi SAKIP yang signifikan dan disarankan dalam revisi
dokumen perencanaan untuk mempedomani rekomendasi pada LkjIP dan
Rekomendasi atas hasil LHE Sakip Tahun sebelumnya agar seluruh hasil evaluasi
AKIP dari Tim evaluator APIP ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja di
masa datang;

9.  Agar Evaluasi Akuntabilitas Kineja Internal dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas

dan efisiensi kinerja.

Dari saran-saran Inpektorat di atas sudah dilakukan dan ditindaklanjuti hal-hal sebagai

berikut :

1. Telah dibuat SOP tentang pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja OPD;

2. Telah dilaksanakan reviu terhadap laporan kinerja OPD;

3. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar penempatan jabatan baik struktural maupun
fungsional;

4. Dokumen LkjIP telah memberikan informasi mengenai realisasi capaian dengan
realisasi di level nasional;
Telah dibuat pedoman teknis Akuntabilitas Kinerja Internal di level OPD;
Laporan Rencana Aksi telah menjelaskan progres setiap triwulannya;

7. Laporan Kinerja telah menginformasikan tentang angka pelanggaran selain prestasi
pegawai;

8. Telah dilaksanakan penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dari hasil analisis
perbaikan kinerja sebelumnya;

9. Hasil evaluasi AKIP dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik
berikut :
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Tabel I11.12

Data Perbandingan Hasil Penilaian Akip Kesbangpol oleh Inspektorat

Tahun 2020 - 2024

100

Hasil Penilaian AKIP Kesbangpol

60

40

20

2020

2021

2022

2023

2024

Indikator Kinerja Tahun
Utama 2020 2021 2022 2023 2024
Hasil Penilaian
Akip Kesbangpol A A A BB BB
oleh Inspektorat
Grafik 111.3

e=gmHasil Penilaian AKIP
Kesbangpol

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol

didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 7

kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta

dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 111.13

Program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan

Pagu Realisasi .
. Menujang
No Program/Kegiatan Anggaran Anggaran Output /Kuran
(Rp) (Rp) J
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, 41.666.600 40.048.280
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1 Penyusunan Dokumen 23.546.100 | 22.709.620 Jumlah Dokumen | Menunjang
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat
Daerah Daerah
2 Evaluasi Kinerja 18.120.500 17.338.660 Jumlah Laporan | Menunjang
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan | 1.167.715.416 | 1.077.410.944
Perangkat Daerah
3 Penyediaan Gaji dan | 1.067.355.166 | 978.299.344 Jumlah  orang yang | Menunjang
Tunjangan ASN menerima  gaji dan
tunjangan ASN
4 Penyediaan Administrasi 100.360.250 | 99.111.600 Jumlah dokumen Hasil | Menunjang
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN
Administrasi Umum | 284.323.300 276.606.213
Perangkat Daerah
5 Penyediaan = Komponen | 3.345.350 3.272.000 Jumlah paket komponen | Menunjang
Instalasi Listrik/ instalasi
Penerangan  Bangunan listrik/penerangan
Kantor bangunan kantor yang
disediakan
6 Penyediaan Peralatan | 64.787.500 63.750.000 Jumlah paket peralatan | Menunjang
dan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor
7 Penyediaan Peralatan | 8.050.000 7.850.000 Jumlah paket peralatan Menunjang
Rumah Tangga rumah tangga yang
disediakan
8 Penyediaan Bahan | 18.344.300 17.761.000 Jumlah paket bahan | Menunjang
Logistik Kantor logistik  kantor  yang
disediakan
9 Penyediaan Barang | 8.682.500 8.380.250 Jumlah paket barang | Menunjang
Cetakan dan cetakan dan
Penggandaan penggandaan yang
disediakan
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Pagu Realisasi .
. Menujang
No Program/Kegiatan Anggaran Anggaran Output
(Rp) (Rp) /Kurang
10 | Penyediaan Bahan | 7.700.400 6.321.000 Jumlah dokumen bahan | Menunjang
Bacaan dan Peraturan bacaan dan peraturan
Perundang-undangan perundang-undangan
yang disediakan
11 | Fasilitasi Kunjungan | 9.183.250 8.105.900 Jumlah laporan fasilitasi | Menunjang
Tamu kunjungan tamu
12 | Penyelenggaraan Rapat | 164.230.000 161.175.063 Jumlah laporan | Menunjang
Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan rapat
SKPD koordinasi dan
konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa | 60.897.464 55.560.658
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
13 | Penyediaan Jasa | 21.461.208 16.249.806 jumlah laporan | Menunjang
Komunikasi, Sumber penyediaan jasa
Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang
disediakan
14 | Penyediaan Jasa | 5.400.000 5.360.000 Jumlah laporan | Menunjang
Peralatan dan penyediaan jasa
Perlengkapan Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
yang disediakan
15 | Penyediaan Jasa | 34.036.256 33.950.852 Jumlah laporan | Menunjang
Pelayanan Umum Kantor penyediaan jasa
pelayanan umum kantor
yang disediakan
Pemeliharaan Barang | 54.800.000 54.496.900
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
16 | Penyediaan Jasa | 24.000.000 23.939.000 Jumlah kendaraan | Menunjang
Pemeliharaan, Biaya perorangan dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas jabatan
Kendaraan Perorangan yang dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan dibayarkan pajaknya
Dinas Jabatan
17 | Penyediaan Jasa | 30.800.000 30.557.900 Jumlah kendaraan dinas | Menunjang
Pemeliharaan, Biaya operasional atau
Pemeliharaan dan Pajak lapangan yang
dan Perizinan Kendaraan dipelihara dan
Dinas Operasional atau dibayarkan pajak dan
Lapangan perizinannya
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Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatkan tata kelola perkantoran

disebabkan faktor pendukung sebagai berikut :
1. Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan Kantor Kesbangpol.
2. Pelaksana kegiatan bekerja sesuai dengan time schedule yang sudah ditetapkan.

3. Kerjasama antara pengelola kegiatan, pengelola keuangan dan Pengguna Anggaran

berjalan sesuai dengan aturan.
4. Pengawasan dari Atasan atau Penguuna Anggaran berjalan dengan baik.

Faktor penghambat kinerja sasaran meningkakan tata kelola perkantoran i

disebabkan faktor penghambat sebagai berikut :

1. Masih kurangnya komitmen semua pejabat dan aparatur Kantor kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Payakumbuh dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja
seperti : Perencanaan, Perjanjian Kinerja, pengukuran Kierja, Pelaporan Kinerja dan
Evaluasi Kinerja;

2. Masih kurangnya dilaksanakan rapat internal di lingkungan kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Payakumbuh dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja masing-
masing aparatur dan mengantisipasi kendala atau gangguan yang menghambat

kinerja masing-masing aparatur;
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RAPAT STAF KANTOR KESBANGPOL

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran
meningkatkan tata kelola perkantoran, dibandingkan dengan realisasi anggaran

sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 3.14

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Perkantoran

ge Re d 0 (0]
1 Meningkatnya tata | 1.1 | Hasil Penilaian AKIP Nilai A BB 97,69 1 Program Penunjang Urusan 1.609.402.780 1.504.122.995 93,46
kelola Kesbangpol oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten /
perkantoran Inspektorat Kota
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR 97,69 TOTAL PER SASARAN 1.609.402.780 1.504.122.995 93,46

TINGKAT EFISIENSI 4,23 %

TINGKAT EEEKTIFITAS 95,67 %
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B. Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin
dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah
sebesar Rp. 18.999.043.693,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 18.411.226.593.-
atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,91%, dengan demikian dapat dikatakan
Tahun 2024 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh kondisi anggaran
adalah Silpa Rp. 587.817.100,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan

anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target
kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 111.15
Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh
Tahun 2024
No. Misi Pagu Realisasi %
Anggaran Anggaran
1 Meningkatkan 16.905.848.193 16.462.892.228 97,38
partisipasi aktif
masyarakat menuju
kehidupan yang
demokratis
2 Menciptakan  stabilitas 2.093.195.500 1.948.334.365 93,08
daerah yang kondusif
Jumlah 18.999.043.693 18.411.226.593 96,91

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan
untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh pada Tahun 2024.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan

anggaran yang digunakan pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :
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Tabel I1l.16

Kota Payakumbuh

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tidak Mencapai Target

Tahun 2024
. Jumlah Presentase AT
No. Kategori Indikat Capaian Kineri
ndikator apaian Kinerja Realisasi (Rp.) %
A. Misi 1,
1 Melebihi/Melampaui 1 100,00
Target 16.462.892.228 97,38
2 Sesuai Target
3 Tidak Mencapai Target ! 97,69
B. Misi 2,
1 Melebihi/Melampaui 1 101,26
Target 1.948.334.365 93,08
2 Sesuai Target
3

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif

terhadap capaian kinerja misi organisasi.
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Payakumbuh Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik
dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan

pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini dapat
menggambarkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dan
Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja
sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2024 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh
menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan
Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin
dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00 % atau interpretasi sangat baik
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,26% atau interpretasi sangat baik
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97,69% atau interpretasi baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran secara

umum sudah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target
kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 18.999.043.693,-
sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 18.411.226.593.- atau dengan serapan dana
APBD mencapai 96,91 %, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 587.817.100,-
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai
stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpatisipasi aktif

untuk membangun Kota Payakumbuh.
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